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Abstrak
Penelitian inibertujuan untuk membantu PT. RSA menganalisis kemungkinan untuk
meminimalkan pajak penghasilan badan, dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode
gross up memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan. Sebelum
perencanaan pajak dengan menggunakan metode net basisdan setelah perencanaan
pajak dengan menggunakan metode gross up. Implikasi bagi PT.RSA berupa efisiensi
Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan
perusahaan, sedangkan bagi pegawai tetap PT.RSA akan tetap termotifasi untuk lebih
produktif dan loyal pada perusahaan karena take home pay nya tetap utuh walaupun
dengan merubah kebijakan perusahaan.
Kata Kunci :Perencanaan pajak, PPh Pasal 21
Pendahuluan
Sektor utama sumber penerimaan Negara yang paling besar dan memberikan
peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan belanja Negara adalah
pajak.Pajak sebagai pungutan untuk Negara sedangkan di sisi lain pajak merupakan
biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan sehingga
perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan
laba.
Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum
untuk jangka panjang, namun keuntungan tersebut tidak lepas dari kewajiban perusahaan
sebagai wajib pajak yang dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh setelah
perusahaan sebagai wajib pajak memenuhi perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.Indonesia menerapkan kebijakan withholdingtax system terhadap pemotongan
PPh Pasal 21, dimana setiap pemberi kerja yang membayarkan penghasilan kepada
pegawai, pelaksana kegiatan dan pelaksana jasa wajib melakukan pemotongan PPh
Pasal 21, yang kemudian disetor ke kas negara dan dilaporkan ke KPP terdaftar.
Menurut Zain (2005:89) pemotongan PPh Pasal 21 karyawan dapat menggunakan
3 (tiga) alternatif. PT RSA saat ini menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 Net
Basis yaitu beban Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, dan dimana
semua tunjangan yang terdiri dari tunjangan makan dan tunjangan pulsa menjadi
penambah pada take home pay, yang menyebabkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara
otomatis akan besar. Seiring dengan semakin betambahnya biaya yang ditanggung
perusahaan maka dengan ini PT RSA berkeinginan untuk menekan biaya melalui
penerapan perencanaan pada pajak perusahaanya.Atas dasar tersebut maka penelitian
ini mengambil judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas
Pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap sebagai upaya dalam Meminimalkan Pajak
Penghasilan Badan ( Studi Kasus PT RSA)”
Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589
ISSN (P) : 2460-8696
25.2
Studi Pustaka
Definisi Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada kas Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009).
Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo,
2009:162).
Definisi Perencanaan Pajak
Proses mengorganisasi usaha Wajib pajak atau kelompok Wajib pajak sedemikian
rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya,
berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan
perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. (Zain, 2005:43).
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan
bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam
menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus
dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP terbaru diatur dalam PER - 32/PJ/2015 adalah:
a. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib pajak orang pribadi;
b. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib pajak yang kawin;
c. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008.
d. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap
keluarga.
Tarif atas Pajak Penghasilan Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21 merupakan tarif progresif dimana tarif semakin besar mengikuti
penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Berikut adalah tarif progresif untuk PPh Pasal
21:
a. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%
b. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp
250.000.000,- adalah 15%
c. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp
500.000.000,- adalah 25%
d. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30%
e. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari
mereka yang memiliki NPWP.
Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut PER 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26
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sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Ada beberapa
alternatif perhitungan dan pemotongan yang dapat diterapkan:
a. Pajak Penghasilan 21 Ditanggung Perusahaan (Net basis)
Merupakan metode dimana perusahaan menaggung beban pajak
karyawanya.Dengan metode ini penghasilan yang diterima oleh karyawan utuh
tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21.Pada metode ini beban tersebut tidak
diakui secara fiscal
b. Pajak penghasilan 21 Ditanggung Karyawan
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung beban
pajaknya sendiri. PadaMetode ini penghasilan yang diterima karyawan akan
berkurang sebesar PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.
c. Pajak Penghasilan 21 Ditunjangkan oleh Perusahaan
Merupakan metode pemotongan pajak yang dalam metode ini PPh Pasal 21
terutang dijadikan unsur penambah pengahsilan bruto karyawan, mengakibatkan
terdapat selisih antara PPh 21 terutang dan tunjangan pajaknya. Dalam metode ini
menjadikan karyawan tetap akan dipotong PPh Pasal 21 karena akibat selisih dari
pajak terutang dan tunjangan pajaknya.
d. Pajak Penghasilan 21 di Gross Up
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan
pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh
karyawan. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan
yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan
perpajakan (Setiawan;2013). Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara
Gross Upakan sama dengan PPh Pasal 21 yang sesungguhnya.
Metodelogi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan
kualitatif. Metode deskriptifadalah suatu metode untuk meneliti status sekelompok
manusia, suatu objek, suatu kondisi yang bertujuan untuk membuat gambaran yang
akurat mengenai fakta-fakta serat antar fenomena yang diselidiki (Nazir,2011:54).
bagaimana kelebihan dan kekurangannya jika dibandingkan dengan metode perhitungan
yang lain. Metode kualitatif digunakan untuk membandingkan keuntungan/ benefit jika
menggunakan metode yang lain dalam menghitung pajak penghasilan dengan melihat
data-data yang diperoleh perusahaan.
Hasil dan Pembahasan
Suatu sistem manajemen yang efektif merupakan hal terpenting bagi perusahaan
saat ini, untuk itu perlu adanya suatu perencanaan pajak (Tax Planning) dalam rencana
kerja tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksaanaan
perencanaan PPh pasal 21 oleh perusahaan diharapkan dapat meminimumkan beban
pajak terutang bagi perusahaan dan karyawan, yang nantinya akan menguntungkan
kedua belah pihak.Pada tahun 2015, PT. RSA tidak memotong PPh Pasal 21 terutang
dari karyawannya langsung melainkan dengan menanggung beban pajak terutang
tersebut.
Dalam perhitungan PPh Pasal 21 PT RSA tunjangan makan dan tunjangan pulsa
dimasukan sebagai penambah take home pay karyawan. Pada tahun kedua ini PT RSA
berkeinginan merubah kebijakan tersebut karena di sisi lain dengan perhitungan tersebut
memberatkan perusahaan. Jika perusahaan ingin merubah metode pemotongan PPh
Pasal 21, Alternatif manakah yang jauh lebih mengutungkan bagi perusahaan dan
karyawan itu sendiri. Dalam penelitian ini ingin membandingkan antara metode PPh Pasal
21 dibayar perusahaan dan PPh Pasal 21 di Gross up dengan dihapuskanya tunjangan
namun tetap akan pemberian makan siang dan pulsa.
a. Metode Perhitungan PPh Pasal 21 Dibayar Perusahaan PT. RSA
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Metode perhitungan PPh Pasal 21 dibayar perusahaan secara akuntansi komersial
nilai ini dapat ditambahkan sebagai salah satu elemen biaya. Akan tetapi secara
fiskal, penyesuaian akan dilakukan dengan melakukan koreksi positif dengan
mengurangkan biaya PPh Pasal 21 dari elemen biaya pada penghitungan pajak
penghasilan badan, karena biaya tersebut tidak diakui secara fiskal (Non Deductible
Expense).
Pada Tabel 1 akan memperlihatkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode
dibayar perusahaan, yang telah diterapkan oleh PT. RSA
Tabel. 1
Uraian PPh Pasal 21
Penghasilan bruto
Gaji Pokok 348,000,000
Tunjangan makan 31,680,000
Tunjangan Pulsa 10,200,000
THR 29,000,000
Premi JKK (0,2%) 835,200
Premi JKM (0,5%) 1,044,000
Penghasilan bruto setahun 420,759,200
Pengurang
Biaya jabatan (5% x Penghasilan bruto) 21,037,960
Iuran JHT (0,2%) 696,000
Iuran Pensiun 840,000
Jumlah pengurang 22,573,960
Penghasilan netto 398,185,240
PTKP 153,000,000
PKP 245,185,240
PPh Pasal 21 atas PKP setahun 18,335,606
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Setahun
Dibayar Perusahaan
Tahun 2015
Sumber : Perhitungan PPh Pasal 21 PT. RSA
Beban biaya PPh Pasal 21 PT.RSA pada tahun 2015 adalah sebesar Rp
18.335.606 dengan menggunakan metode PPh Pasal 21 dibayar oleh perusahaan.
Pada metode ini perusahaan akan menambah pengeluaran sebesar Rp 18.335.606,-
untuk pembayaran PPh Pasal 21.Secara fiskal, penyesuaian akan dilakukan dengan
melakukan koreksi positif dengan mengurangkan biaya PPh Pasal 21 dari elemen
biaya pada penghitungan pajak penghasilan badan, karena biaya tersebut tidak diakui
secara fiskal (Non Deductible Expense). Sehingga laba fiskal yang didapatkan akan
naik dan pembayaran pajak akan bertambah karena koreksi positif tersebut.
Perushaan juga tidak boleh membiayakan PPh Pasal 21 yang ditanggung tadi ke
dalam SPT Tahunan Badan, sebab biaya tersebut dikategorikan kedalam imbalan atau
pemberian kenikmatan tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto
pemberi kerja saat menghitung penghasilan kena pajak.
Sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang
besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk
dalam perhitungan penghasilan. Hal ini tentu akan merugikan perusahaan. Berikut
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perhitungan PPh Pasal 21 dibayar perusahaan yang diterapkan PT. RSA sebelum tax
planning.
b. Metode Perhitungan PPh Pasal 21 jika Di Gross Up Perusahaan
Alternatif yang digunakan dalam perencanaan pajak perhitungan dan
pemotongan PPh Pasal 21 ialah metode Gross Up. Pada tabel 2 akan
memperlihatkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan
alternatif metode Gross up.
Tabel. 2
Uraian PPh Pasal 21
Penghasilan bruto
Gaji Pokok 348,000,000
Tunjangan Pajak 15,410,047
Tunjangan makan -
Tunjangan Pulsa -
THR 29,000,000
Premi JKK (0,2%) 835,200
Premi JKM (0,5%) 1,044,000
Penghasilan bruto setahun 394,289,247
Pengurang
Biaya jabatan 19,714,463
Iuran JHT (0,2%) 696,000
Iuran Pensiun 840,000
Jumlah pengurang 21,250,463
Penghasilan netto 373,038,783
PTKP 153,000,000
PKP 220,038,783
PPh Pasal 21 atas PKP setahun 15,410,047
Setelah Penerapan Pajak
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Setahun
Metode Gross Up
Tahun 2015
Sumber : Perhitungan Tax Planning PPh Pasal 21 PT. RSA
Dari tabel.2 diatas terlihat bahwa jumlah tunjangan pajak sebesar Rp
15.410.047 adalah sama besar dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang, sehingga
karyawan tidak akan dipotong PPh Pasal 21, karena seluruh PPh Pasal 21 kini
ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Namun harus diingat,
pada metode gross up biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam
bentuk tunjangan pajak ialah paling besar dibanding dengan alternatif lainnya, namun
memiliki sisi positif yakni semua biaya tambahan tersebut diakui baik secara
komersial maupun fiskal. Pemilihan metode gross up PPh Pasal 21 ini dalam
perencanaan pajak adalah dengan mengeluarkan tunjangan makan dan tunjangan
pulsa yang akan meyebabkan penghasilan kena pajak pun berkurang.
Dampak Perhitungan PPh Terutang Badan jika PPh Pasal 21 Dibayar Perusahaan
Setelah Perencanaan Pajak
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Pada tabel 3akan memperlihatkan laporan laba-rugi sebelum dan sesudah
dilakukakannya perencanaan pajak jika biaya tunjangan karyawan dikeluarkan dari
perhitungan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan.
Tabel. 3
Sebelum Koreksi Sesudah
Perencanaan Pajak Fiskal Perencanaan Pajak
JUMLAH PENDAPATAN 16,974,043,125 16,974,043,125
Biaya Project 12,985,142,991 12,985,142,991
Biaya Produksi 12,730,532,344 12,730,532,344
BHP/USO 254,610,647 254,610,647
Laba/Rugi kotor 3,988,900,134 3,988,900,134
Beban Administrasi & Umum
Beban Pegawai 420,759,200 394,289,247
Biaya Gaji/ Tunjangan 391,759,200 15,410,047 365,289,247
Biaya Lembur/freelance - -
THR 29,000,000 29,000,000
Beban Kantor 669,561,557 706,341,557
Biaya Listrik/tlp/air 21,600,000 5,100,000 26,700,000
Biaya Sewa Peralatan - -
Biaya ATK/Fotokopi/Cetak 4,130,000 4,130,000
Biaya Sewa Ruang/Kendaraan 319,600,000 319,600,000
Biaya Rumah Tangga Kantor 138,900,000 138,900,000
Biaya Perjalanan Dinas 20,600,000 20,600,000
Biaya Asuransi 84,000,000 84,000,000
Biaya Pendidikan & Pelatihan - -
Biaya Pemeliharaan 57,750,000 57,750,000
Biaya penyusutan 20,821,557 20,821,557
Biaya Materai/Prangko/Ekspedisi 2,160,000 2,160,000
Biaya Catering - 31,680,000
Biaya Pemasaran 416,800,000 416,800,000
Biaya Pemasaran 416,800,000 416,800,000
JUMLAH BEBAN USAHA 1,478,120,757 1,517,430,804
LABA/RUGI USAHA 2,510,779,377 2,471,469,330
Pendapatan/Beban lain-la in (1,250,400) -
Pendapatan Jasa Giro - -
Pendapatan deposito - -
Beban administrasi Bank (1,250,400) -
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK 2,509,528,977 2,471,469,330
Keterangan
PT. RSA
Laporan Laba Rugi
Setelah Penerapan Perencanaan Pajak
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015
Sumber : Perhitungan Tax Planning Laba Rugi PT. RSA 2015
Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa laba sebelum dilakukannya penerapan
perencanaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.059.657, hal ini karena ada
penambahan biaya yang sebelumnya tunjangan pulsa dan makan menjadi take home pay
karyawan dan kini tunjangan tersebut dijadikan elemen biaya pada perusahaan sebagai
pengurang pada laba perusahaan, dan PPh Pasal 21 terutang kini dibebankan ke
perusahaan sebesar Rp 15.410.047. Jumlah laba setelah penerapan perencanaan pajak
adalah sebesar Rp 2.471.469.330 lebih kecil dibandingkan laba alternatif perhitungan dan
pemotongan dibayar perusahaan. Selain itu, berbeda dengan metode PPh Pasal 21
dibayarkan perusahaan, biaya atas menanggung PPh Pasal 21 tersebut dalam bentuk
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tunjangan pajak dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal, sehingga dapat
mengecilkan laba perusahaan dan pada akhirnya dapat mengecilkan PPh terutang.
Setelah dilakukan penerapan pajak maka didapat laba sebelum pajak, inilah dasar
dalam perhitungan PPh Terutang Badan jika mengggunakan kedua metode tersebut:
Perhitungan PPh Terutang atas alternatif
Metode PPh Pasal 21 Dibayar Perusahaan
Laba (Rugi) sebelum pajak : Rp 2.509.528.977
Perhitungan PPh Terutang
12.50% x Rp 709.656.444 : Rp 88.707.056
25 % x Rp 1.799.872.533 : Rp 449.968.133
PPh terutang : Rp 536.675.189
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain (PPh 23) : Rp (180.569.356)
PPh yang harus dibayar : Rp 358.105.833
Dengan menggunakan metode PPh Pasal 21 dibayar karyawan, jumlah PPh tertutang
yang wajib dibayarkan oleh PT. RSA adalah sebesar Rp 513.343.180, sedangkan
penghitungan PPh Terutang jika mengggunakan metode PPh Pasal 21 ditunjangkan
perusahaan (gross up) adalah :
Perhitungan PPh Terutang atas alternatif
Metode PPh pasal 21 di Gross Up
Laba (Rugi) sebelum pajak : Rp 2.471.469.330
Perhitungan PPh Terutang
12.50% x Rp 698.893.758 : Rp 87.361.720
25 % x Rp 1.772.575.572 : Rp 443.143.893
PPh terutang : Rp 530.505.613
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain (PPh 23) : Rp (180.569.356)
PPh yang harus dibayar : Rp 349.936.257
Setelah menghitung dan menganalisa atas alternatif perhitungan dan pemotongan
PPh pasal 21 kita dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan atas masing-
masing alternatif. Pada metode PPh Pasal 21 dibayar perusahaan dengan memberikan
fasilitas PPh Pasal 21 kepada perusahaan merupakan salah satu bentuk usaha dalam
mensejahterahkan karyawan dengan harapan karyawan akan bekerja lebih baik
lagi.Dari segi cash flow, Perusahaan mengeluarkan biaya tambahan yaitu biaya PPh
Pasal 21 sebesar Rp. 18.335.606. Beban biaya tersebut tetapi tidak dapat diakui secara
fiskal yang mengakibatkan perusahaan merugi sebesar jumlah tersebut. Besar PPh
badan terutang yang wajib dibayarkan jika dengan metode tersebut menjadi Rp
358.105.833.
Setelah PT. RSAmelakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode
PPh Pasal 21di gross upbiaya atas PPh Pasal 21dengan metode tersebut adalah
sebesar Rp 15.410.047 dan PPh terutang yang wajib dibayarkan PT. RSA adalah
sebesar Rp 349.936.257.
KESIMPULAN
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a) Metode perhitungan dan pemotongan pemilihan alternatif pada PPh Pasal 21 PT RSA
sebelumnya menggunakan metode dibayar perusahaan, dengan beberapa elemen
tunjangan sebagai penambah pada take home pay karyawan. Hal ini menjadikan PPh
Pasal 21 yang dibayarkan PT. RSA adalah sebesar Rp 18.335.606. Metode yang
dibandingkan adalah metode gross up dengan beberapa elemen tunjangan tidak
dimasukan sebagai penambah pada take home pay karyawan, Hal ini menjadikan
PPh Pasal 21 yang dibayarkan PT. RSA adalah sebesar Rp 15.410.047.
b) Alternatif pemotongan PPh Pasal 21 yang memberikan manfaatpaling besar bagi PT.
RSA adalah metode gross up. Metode ini dengan mengeluarkan tunjangan makan
dan tunjangan pulsa karyawan dari perhitungan take home pay melainkan dirubah
menjadi pemberian catering dan voucher. Beban biaya tersebut dapat menjadi
pengurang pada laba rugi perusahaan, dan dapat diakui secara fiskal sebagai
pengurang pada PPh terutangnya.
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